
W A L I K O T A G O R O N T A L O 

P R O V I N S I G O R O N T A L O 

P E R A T U R A L N W A L I K O T A G O R O N T A L O 

N O M O R 2 6 T A H U N 2 0 1 6 

TENTANG 

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 7 0 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 8 T a h u n 2 0 0 9 tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi 

Daerah, Kepala Daerah berwenang me lakukan pemeriksaan 

u n t u k menguj i kepa tuhan pemenuhan kewajiban 

Perpajakan Daerah dan kewaj iban Retr ibusi Daerah da lam 

rangka melaksanakan pera turan perundang-undangan 

Perpajakan Daerah dan Retr ibus i Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 1 7 0 ayat (3 ) Undang-Undang 

Nomor 2 8 T a h u n 2 0 0 9 tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi 

Daerah, ta ta cara pemeriksaan Pajak Daerah d i a tu r dengan 

Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaim ana d imaksud 

pada h u r u f a dan h u r u f b pe r lu menetapkan Peraturan 

Wal ikota Gorontalo tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak 

Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 9 T a h u n 1 9 5 9 t en lang 

Pembentukan Daerah-daerah T ingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1 9 5 9 

Nomor 7 4 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 1 8 2 2 ) ; 

< 
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2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 1983 tentang Ketentuan 

U m u m dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1983 Nomor 49 , Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubab te rakh i r dengan 

Undang-Undang Nomor 16 T a h u n 2009 (Lembaran NegEira 

Republ ik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 62 , Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4999); 

4 . Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelola d a n TanggungJawab Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 

Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tend ing 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te lah 

beberapa ka l i d iubah terakhi r dengan Undang-Undang 

Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5679); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140, Tambahan Lembanan 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 T a h u n 2007 tentang Ta ta 

Cara Pelaksanaan Hak d a n Kewajiban Perpajakan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 1983 

tentang Ketentuan U m u m dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah terakhi r dengan 

Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2007 (Lembaran Negsira 

Republ ik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4797); 

10. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana te lah beberapa kab d iubah terakhi r dengan 

Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 2 1 T a h u n 2 0 1 1 ; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN 

PAJAK DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Wal ikota i n i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo; 

3. Wal ikota adalah Walikota Gorontalo; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo; 

5. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah y-<mg selanjutnya 

disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Gorontalo; 

V 



6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Gorontalo; 

7. Pejabat adalah pegawai yang d iber i tugas t e r t entu d ib idang perpajakan 

daerah sesuai dengan pera t u r a n perundang-undangan yang ber laku . 

8. Pajak Daerah adalah kon t r i bus i waj ib kepada daerah yang te rutang oieh 

orang pr ibad i a tau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan t idak mendapatkan imba lan secara langsung dan 

d i gunakan u n t u k keper luan Daerah bagi sebesar-besarnya k e m a k m u r a n 

rakyat . 

9. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan, adalah 

serangkaian kegiatan u n t u k mencar i , mengumpu lkan dan mengolah data 

dan a t au keterangan la innya da lam rangka pengawasan kepa tuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan pera turan 

perundang-undangan perpajakan daerah; 

10. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa, adalah 

Pegawai Negeri Sipi l d i l ingkungan Pemerintah Daerah a tau orang yang 

memi l i k ikemampuan memeriksadan d i t u n j u k oleh Wal ikota yang dilaeri 

tugas, wewenang dan tariggung jawab u n t u k melaksanakan pemeriksaan 

Pajak Daerah; 

1 1 . Wajib Pajak adalah adalah orang pr ibad i a t au badan, mebpu t i pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunya i h a k dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-

undangan perpajakan daerah; 

12. Pembukuan adalah s u a t u proses pencatatan yang d i l akukan secara 

t e ra tur u n t u k m e n g u m p u l k a n data informasi yang me l i pu t i keadaan heirta, 

kewaj iban a tau u tang , modal , penghasi lan d a n biaya serta j u m l a h har ta 

perolehan d a n penyerahan barang a t au jasa, yang d i t u t u p dengan 

menyusun laporan keuEingan berupa neraca dan perh i tungan r u g i laba 

pada setiap T a h u n Pajak berakhir ; 

13. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara r inc i dan je las yang 

d ibua t oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang 

d i t empuh , data, keterangan dan/atau b u k t i yang d i k u m p u l k a n , penguj ian 

yang sudah d i l a k u k a n dan s impu lan yang d iamb i l sehubungan dengan 

pelakjjanaan pemeriksaan; 



14. Pembahasan A k h i r Hasi l Pemeriksaan adalah pembahasan y ;mg d i l akukan 

antara Pemeriksa dengan Wajib Pajak da lam upaya memperoleh pendapat 

yang sama atas t emuan selama pemeriksaan, dan has i l bahasan t emuan 

tersebut ba ik yang d ise tu ju i m a u p u n yang t idak d ise tu ju i , d i tuangkan 

da lam Elerita Acara Hasi l Pemeriksaan yang d i tandatangani oleh Pemeriksa 

dan Wajib Pajak, yang selanjutnya d i jad ikan dasar penerbi tan Surat 

Ketetap;an Pajak Daerah yang selanjutnya d is ingkat SKPD dan Surat 

Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya d is ingkat STPD; 

15. Pemerik saan adalah laporan tentang has i l pemeriksaan yang d i susun oleh 

Pemeriksa secara r i n c i , r ingkas, dan je las serta sesuai dengan ruang 

l i ngkup dan t u j u a n pemeriksaan; 

BAB I I 

TUJUAN DAN BENTUK PEMERIKSAAN 

Pasal 2 

Tu juan Pemeriksaan adalah u n t u k menguj i kepa tuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan daerah dan pelaksanaan ke tentuan Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan Daerah. 

Pasal 3 

(1) Bentuk Pemeriksaan terd i r i dar i : 

a. pemeriksaan lengkap; dan 

b. pemeriksaan sederhana. 

(2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 

d i l akukan d i tempat Wajib Pajak me l iput i s e luruh jen is pajak u n t u k t a h u n 

berjalan dan a t au t a h u n - t a h u n sebelumnya yang d i l akukan dengan 

menerapkan t ehn ik pemeriksaan yang lazim d i l a k u k a n da lam pemeriksaan 

pada u m u m n y a . 

(3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b, 

dapat i l i l a k u k a n : 

a. d i Lapangan, me l i pu t i s e luruh Jenis pajak u n t u k t a h u n berjalan dan 

a tau t a h u n - t a h u n sebelumnya yang d i l akukan dengan menerapkan 

t ehn ik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana , 
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b. d i kantor , me l ipu t i j en is pajak t e r t entu u n t u k t a h u n berjalan yang 

d i l a k u k a n dengan menerapkan t ehn ik pemeriksaan dengan bobot dan 

kedalaman yang sederhana. 

Pemeriksaan d i l akukan dengEin berpedoman pada no rma pemeriksaan ysing 

memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan wajib pajak. 

Pasal 5 

(1) Pemeriksa da lam melaksanakan pemeriksaan Lapangan berpedoman pada 

norma ]>emeriksaan sebagai b e r i k u t : 

a. pemeriksa harus memi lk i tanda pengenal pemeriksa dan di lengkapi 

dengan Surat Perintah pemeriksaan; 

b. pemeriksa waj ib member i tahukan secara ter tu l i s tentang akan 

diLakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

c. pemeriksa waj ib memper l iha tkan tanda pengenal pemeriksa dan surat 

per intahpemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

d . pemeriksa waj ib menjelaskan m a k s u d dan t u j u a n pemeriksaEin 

kepada Wajib Pajak y ang akan diperiksa; 

f. pemeriksa waj ib membuat laporan pemeriksaEin; 

g. pemeriksa waj ib member i tahukan secara te r tu l i s kepada Wajib PEijak 

tentang has i l pemeriksaan berupa ha l -ha l yang berbeda antara Surat 

Pember i tahuan Pajak Daerah dengan has i l pemeriksaan; 

h . pemeriksa wajib mengembal ikan b u k u - b u k u , catatan dan dokumen 

pendukung la innya yang d ip in jam da r i Wajib Pajak pa l ing lama 14 

(empat belas) h a r i sejak selesainya pemeriksaan; 

i . pemeriksa d i larang member i tahukan kepada p ihak l a in yang berhak 

segala sesuatu yang d ike tahu i a t au d ibe r i t ahukan kepadanya oleh 

WajibPajak da lam rangka pemeriksaan; 

j . pemeriksa waj ib member i p e tun juk kepada Wajib Pajak mengenai 

penyelenggaraan pembukuan a t au pencatatan dan pe tun juk 

BAB I I I 

NORMA PEMERIKSAAN 

Pasal 4 

la innya mengenai pemenuhan kewaj iban perpajEikan 
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sehubungan dengan pemeriksaan yang d i l akukan , dengan t u j u a n a§;ar 

penyelenggaraan p embukuan a tau pencatatan dan pemenuhan 

kewaj iban perpajakan u n t u k t a h u n - t a h u n selanjutnya d i laksanakan 

sesuai dengan ke tentuan yang ber laku. 

(2) Pemeriksa da lam melaksanakan pemeriksaan d i kantor berpedoman pada 

no rma j iemeriksaan sebagai b e r i k u t : 

a. pemeriksa menyampaikan sura t panggi lan yang d i tanda tangani oleh 

Wal ikota a tau Pejabat u n t u k memanggi l Wajib Pajak agar datang 

kel jantor D inas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Ko la Gorontalo dalam rangka pemeriksaan; 

b. pemeriksa waj ib menjelaskan m a k s u d dan t u j u a n pemeriksaan 

kegiada Wajib Pajak yang akan diper iksa; 

c. pemeriksa waj ib membuat laporan pemeriksaan; 

d . pemeriksa waj ib member i tahukan secara ter tu l i s kepada Wajib Pajak 

tentang has i l pemeriksaaan berupa ha l -ha l yang berbeda antara Surat 

Pemberi tahuan Pajak Daerah dengan has i l pemeriksaan; 

e. pemeriksa waj ib mengembal ikan b u k u - b u k u , catatan dan dokumen 

pendukung la innya yang d ip in jam dar i Wajib Pajak pa l ing lama 

7 (tujuh) ha r i sejak selesainya pemeriksaan; 

f. pemeriksa d i larang member i tahukan kepada p ihak l a in yang t idak 

berhak, segala sesuatu mengenai yang d ike tahu i a t a u yang 

d i l i e r i t ahukan oleh Wajib Pajak da lam rangka pemeriksaan; 

g. pemeriksa wajib member i p e tun juk kepada Wajib Pajak mengenai 

penyelenggaraan p embukuan a tau pencatatan dan pe tun juk la innya 

mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan 

pemeriksaan yang d i l akukan , dengan t u j u a n agar penyelenggaraan 

pembukuan a t au pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan 

u n t u k t a h u n - t a h u n selanjutnya d i laksanakan sesuai dengan 

ke tentuan yang berhdeu; 

Pasal 6 

Pelaksanatin pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai 

b e r i k u t : 
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a. pemeriksaan dapat d i l akukan oleh t i m pemeriksa beranggota lebih dsiri 

sa tu orang; 

b. pemeriksaan di laksanakan d ikantor pemeriksa, d ikantor Wajib Pajak a tau 

d i tempat usaha a tau d i tempat tinggal a t au di tempat l a in yang d iduga ada 

ka i tannya dengan kegialian usaha ataupekerjaan Wajib Pajak a tau 

d i tempat la in yang d i t en tukan oleh Wal ikota a t au Pejabat; 

c. pemeriksaan d i laksanakan pada j a m kerja dan dapat d i l an ju tkan d i luar 

j a m kerja, j i k a dianggap per lu ; 

d. has i l pemeriksaan d i tuangkan da lam Laporan Pemeriksaan; 

e. has i l pemeriksaan yang d i l a k u k a n se luruhnya d ise tu ju i oleh Wajib Pajak, 

d i b u a t k a n Surat Pernyataan tentang persetujuannya d a n d i tandatang i in i 

oleh Wajib Pajak yang bersangkutan; 

£ terhadap t emuan da lam pemeriksaan yang t idak a tau t id t ik se luruhnya 

d ise tu ju i oleh Wajib Pajak, d i l a k u k a n Pembahasan A k h i r Hasi l 

Pemeriksaan; 

g. berdasarkan Laporan Pemeriksaan, d i t e rb i tkan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah dan SuratTagihan Pajak Daerah sepanjang t idak d i l an ju tkan 

dengan t i ndakan penyid ikan. 

Wajib Pajak pada saat diper iksa berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai 

a. Wajib Pajak waj ib memenuh i pelaksanaan pemeriksaan bmk di lapangan 

m a u p u n d i Kantor sesuai dengan w a k t u yang d i t en tukan ; 

b. Wajib Pajak berhak memin ta kepada pemeriksa u n t u k memper l iha tkan 

Surat Perintah Tugas Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa; 

e. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa u n t u k member ikan 

penjelasan tentang m a k s u d dan t u j u a n pemeriksaan; 

d. Wajib Pajak berhak memin ta kepada pemeriksa r inc ian yang 

berkenaandengan ha l -ha l yang berbeda antara has i l pemeriksaan dengan 

Surat Pemberi tahuan Pajak Daerah; 

e. Wajib Pajak wajib menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan apabi la 

has i l pemeriksaan d ise tu ju i ; I 

Pasal 7 

b e r i k u t : 
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f. Wajib Pajak waj ib menandatangani Ber i ta Acara Hasi l Pemeriksaan apabi la 

has i l pemeriksaan tersebut t i dak a t a u t i dak se luruhnya d ise tu ju i ; 

g. Wajib Pajak waj ib memenuh i permintaan peminjaman b u k u - b u k u , catatan 

dan dokumen yang d ipe r lukan u n t u k kelancaran pemeriksaan; 

h . Wajib Pajak waj ib member ikan iz in u n t u k memasuk i tempat a t au ruangan 

yang dienggap pe r lu d a n member i ban tuan guna kelancaran pemeriksaan; 

i . Wajib Pajak waj ib member ikan keterangan yang d iper lukan . 

Pelaksanaan pemeriksaan terbadap Wajib Pajak d idasarkan pada Pedoman 

Pemeriksaan yang d i t en tukan oleh T i m Pemeriksaan Pajak Daerah yang 

d iben tuk oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Gorontalo berdasarkan Keputusan Wal ikota Gorontalo yang d i t indak l an ju t i 

dengan Surat Perintah Tugas dar i Kepala Dinas yang me l ipu t i Pedoman U m u m 

Pemeriksaan, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pedoman Laporan 

Pemeriksaan. 

Pedoman U m u m Pemeriksaan adalah sebagai b e r i k u t : 

a. pemeriksaan d i laksanakan oleh T i m pemeriksa yang d i b en luk oleh Dinas 

Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Goronlialo 

berdasarkan yang telah mendapat Pendidikan Teknis Pemeriksa Pajak 

Daerah dan memi l i k i keterampi lan sebagai Pemeriksa dan/atau ; 

b. j i k a Dinas be ium memi l i k i tenaga teknis pemeriksa Pajak, pemeriksaan 

dapat d i l a k u k a n oleh Pejabat yang memi l i k i k emampuan / keahl ian da lam 

me l akukan pemeriksaan pajak daerah serta m e m i l i k i pengetahuan te lmis 

tentang Pajak Daerah berdasarkan Surat Penugasan oleh W;alikota; 

c. pemeriksa harus bekei ja dengan j u j u r , bertanggung jawab, penuh 

pengalwlian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta waj ib 

mengh indarkan d i r i da r i perbuatan tercela; 

BAB IV 

PEDOMAN PEMERIKSAAN 

Pasal 8 

Pasal 9 



d. pemeriksaan harus d i l akukan oleh pemeriksa dengan menggunakan 

keahlian.nya secara cermat dan seksama serta member ikan gambaran yang 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang Wajib Pajak; 

e. t emuan has i l pemeriksaan d i tuangkan da lam Kertas Kerja 

Pemeriksaansebagai bahan u n t u k menyusun Laporan Pemeriksaan. 

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai b e r i k u t : 

a. pelaksanaan pemeriksaan harus d i d a h u l u i dengan program pemeriksaan, 

sesuai dengan t u j u a n pemeriksaan dan dengan pengawasan yang 

seksama; 

b. luas pemeriksaan d i t en tukan berdasarkan pe tun juk yang diperoleh, yang 

ha rus d ikembangkan b u k t i yang k u a t mela lu i pencocokan data, 

pengamatan,tanya jawab, dan penguj ian la innya yang berkenaan dengan 

pemeriksaan; 

c. pendapat dan kes impu lan pemeriksa ha rus d idasarkan pada b u k t i ysing 

k u a t dan ber landaskan pera turan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

Pedoman La poran Pemeriksaan adalah sebagai b e r i k u t : 

a. laporan pemeriksaan d i susun secara r inc i , r ingkas dan jelas, sesuai ruang 

l ingkup dan t u j u a n pemeriksaan, memuat kes impulan pemeriksaan yang 

d i d u k u n g b u k t i yang k u a t tentang ada a tau t idak adanya penyimpangan 

terhadcip pera turan perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat 

pu l a pengungkapan informasi l a in yang d ipe r lukan ; 

b . laporan pemeriksaan yang berka i tan dengan pengungkapan peny impanan 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus memperhat ikan : 

1. faktor pembanding; 

2. n i l a i absolut da r i penyimpangan; 

3. si lat, b u k t i dan pe tun juk adanya penyimpangan; 

4. pengaruh penyimpangan; 

5. h u b u n g a n dengan permasalahan la innya. 

Pasal 10 

Pasal 11 
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BAB V 

TATA CARA PEMERIKSAAN 

Pasal 12 

(1) Pemeriksaan Lapangan, d i l a k u k a n dengan cara : 

a. memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan la innya sebagai 

b u k t i pe lunasan kewaj iban perpajakan daerah; 

b. memeriksa b u k u - b u k u , catatan dan dokumen pendukung la innya 

te rmasuk ke luaran da r i media komputer dan perangkat e lektronik 

pengolah data la innya; 

c. memin ta keterangan l isan d a n a tau ter tu l i s da r i Wajib Pajak yang 

diper iksa; 

d . memin jam b u k u - b u k u , catatan dan dokumen pendukung la innya 

te rmasuk ke luaran da r i media komputer dan perangkat e lektronik 

pengolah data la innya, dengan member ikan tanda ter ima; 

e. memasuk i tempat a t au ruangan yang d iduga merupakan tern pat 

meny impan dokumen , uang , barang, yang dapat member i p e tun juk 

tentang keadaan usa l ia Wajib Pajak dan a t au tempat-tempat l a in yang 

dianggap pent ing serta me lakukan pemeriksaan di tempat-tempat 

tersebut; 

f. me lakukan penyegekin tempat a t au ruangan sebagaimana d imaksud 

pada h u r u f e apabi la Wajib Pajak a tau Wak i l a t au Kuasanya t i dak 

member ikan kesempatan u n t u k memasuk i tempat a t au ruangan 

d imaksud , a tau t i dak ada d i tempat pada saat pemeriksaan; 

g. memin ta keterangan dan a tau b u k t i yang d ipe r lukan dsiri p ihak ketiga 

yang mempunya i hubungan dengan Wajib Pajak yang diper iksa. 

(2) Pemeriksaan Kantor, d i l akukan dengan cara : 

a. member i t ahukan ag£ir Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, 

b u k u - b u k u catatan dan dokumen p e n d u k u n g la innya t e rmasuk 

ke luaran dar i media komputer dan perangkat e lektronik pengolah 

data la innya; 

b. memin jam b u k u - b u k u , catatan dan dokumen pendukung la innya 

te rmasuk ke luaran dar i media komputer dan perangkat e lektronik 

pengolah data la innj 'a dengan member ikan tanda ter ima; 



c. memeriksa b u k u - b u k u , catatan dan dokumen p e n d u k u n g la innya 

t e rmasuk ke luaran media komputer dan perangkat e lektronik 

pengolah data la innya; 

d . meminta keterangan l i san dan a tau ter tu l i s dar i Wajib Pajak yang 

diper iksa; 

e. meminta keterangan dan a tau b u k t i yang d ipe r lukan dar i p ihak ketiga 

yang mempunya i hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. 

(3) Tata cara penyegelan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f f, 

d i t e tapkan oleh Wal ikota. 

(1) Apabi la saat d i l akukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak a tau Wak i l 

a t au Kuasanya t idak ada di tempat, pemeriksaan tetap d i laksanakan 

sepanjang ada p ihak ysuig mempunya i kewenangan u n t u k ber t indak 

mewaki l i Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, d a n selanjutnya 

pemeriksaan d i t u n d a u n t u k d i l an ju tkan pada kesempatan ber ikutnya . 

(2) U n t u k keper luan pengjamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan 

lapangan d i tunda , Pemeriksa dapat me lakukan penyegelan tempat a t au 

ruangan yang d iper lukan . 

(3) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan d i l an ju tkan setelah d i l akukan 

penundaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), waj ib Pajak a tau Wak i l 

a t au Kuasanya t idak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap d i laksanakan 

dengan ter lebih d a h u l u meminta pegawai Wajib Pajak yang; bersangkutan 

u n t u k mewaki l i Wajib Pajak guna memban tu ke lancaran pemeriksaan. 

(4) Apabi la Wajib Pajak a tau Wak i l a tau Kuasanya t i dak member ikan i j in 

u n t u k memasuk i tempat a tau ruangan yang dianggap pe r lu dan t idak 

member i b a n t u a n guna kelancaran pemeriksaan serta member ikan yang 

d ipe r lukan , Wajib Pajak a t au Wak i l a tau Kuasanya ha rus menandatangani 

Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan. 

(5) Apabi la pegawai Wajib Pajak yang d im in ta mewaki l i Wajib Pajak 

sebagaimana d imaksud pada ayat (3) menolak u n t u k m e m b a n t u 

kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani S urat 

Pernyataan Penolakan Memban tu Kelancaran Pemeriksaan. 

Pasal 13 
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(6) Apabi la ter jadi penolakan u n t u k menandatangani sura t sebagaimana 

d i m a k s u d pada ayat (4) a t au ayat (5), pemeriksa membuat Ber i ta Acara 

Penolakim Pemeriksaan yang d i tandangani oleh Pemeriksa. 

(7) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan 

Memban tu Kelancaran Pemeriksaan dan Ber i ta Acara Penolakan 

Pemeriksaan sebagaimana d imaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 

dapat d i jad ikan dasar u n t u k penetapan besarnya pajak terutang secara 

j aba tan a tau d i l akukan peny id ikan. 

(1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan u n t u k d igunakan sebagai dassar 

penerbi tan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan a tau Surat Tagihan Pajak Daerah 

a tau t u j u a n l a in u n t u k pelaksanaan ke tentuan pera turan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

(2) Apabi la penghi tungan besarnya pajak yang t e rutang da lam Surat 

Ketetapjan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang BayarTambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) berbeda dengan Surat Pemberi tahuan Pajak 

Daerah, perbedaan besarnya pajak d ibe r i t ahukan kepada Wajib Pajak yang 

bersangkutan. 

(1) Pemberian tanggapan atas has i l pemeriksaan dan pembahasan akh i r 

pemeriksaan lengkap diselesaikan da lam w a k t u pa l ing l ama 21 (dua p u l u h 

satu) ha r i setelah pemeriksaan selesai d i l akukan . 

(2) Pemberian tanggapan atas hasi l pemeriksaan lapangan d i l akukan da lam 

w a k t u pal ing lama 7 (tujuh) h a r i setelah pemeriksaan lapangan selesai 

d i l akukan . 

(3) Hasi l pemeriksaan Kantor d isampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah 

pemeriksaan selesai d i l akukan dan menunggu tanggapan Wajib Pajak. 

(4) Apabila Wajib Pajak tidak: member ikan tanggapan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2) a tau t idak menghadir i pembahasan akh i r has i l pemeriksaan, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah dan a tau Surat Tagihan Pajak Daerah 

d i t e rb i tkan secara j aba tan , berdasarkan has i l pemeriksaan yang 

d isampaikan kepada Wajib Pajak. * 

Pasal 14 

Pasal 15 
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(5) Pemberi tahuan hasi l pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana 

d imaksud pada ayat (3) t i dak d i l a k u k a n apabi la pemeriksaan di lanjul :kan 

dengan penyid ikan. 

Apabi la d i i l am pemeriksaan d i t emukan b u k t i pe rmulaan tentang adfinya 

t indakp idana d ib idang Perpajakan Daerah, pemeriksaan tetap d i l an ju tkan dan 

pemeriksa membuat laporan pemeriksaan. 

Pasal 17 

Pelaksanaan pemeriksaan lebih lan ju t d i te tapkan oleh Walikota. 

BAB VI I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Wal ikota i n i ber laku sejak tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan pera turan 

Wal ikota i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

Pasal 16 

Di te tapkan d i Gorontalo 

pada tanggal * O k t a s e r , 2016 

D iundangkan d i Gorontalo 
pada tanggal » Okt«l»er 2016 

Pit. SEKRETARIS DAE: GORONTALO, 

ZAINUDDIN RAHIM 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 26 

1 



LAM PI RAN I 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR TAHUN 2016 

TENTANG 

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK 

DAERAH 

FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN 

K E R T A S K E R J A P E M E R I K S A A N 

Nama WP 
NPWPD 
Masa/Tahun Pajak 

URAIAN PEMERIKSAAN : 

Penjela&an : 



LAM PI RAN I I 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 2 6 TAHUN 2016 

TENTANG 

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK 

DAERAH 

FORMAT STANDAR PEIAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

L A P O R A N P E M E R I K S A A N P A J A K D A E R A H 

A. PELAKSANAAN 

1. Dasar H u k u m 

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 

2. T i m Pemeriksa 

aji Nama : 

Nip 

bj Nama : 

Nip 

c]t Nama : 

Nip 

3. W a k t u Pelaksanaan 

Har i : 

Tanggal : 

J a m : 

B . TUJUAN 

C. RUANG LINGKUP 

Jenis Pajak : 

Periode Pemeriksaan : 

D. HASIL 

1. Ident i tas Wajib Pajak 

Nama WP/Penanggung Jawab : 

NPWPD 

Jenis Usaha : 

Nama Usaha : 

A lamat : 

No. Telepon 



2. Data Objek Pajak 

W a k t u Operas iona l : 

W a k t u Operas iona l : 

J u m l a h : 

J u m l a h : 

J u m l a h Tenaga Kerja : 

Rata-rata Gaji Tenaga Kerja : 

Rata-rata Pengunjung Per h a r i : 

3. Pembukuan a t au Pencatatan Pendapatan(Omzet) 

4. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

E. URAIAN HASIL PELAKSANAAN KEG1ATAN 

F. KESIMPULAN DAN SAI^AN 

G. LAMPIRAN : 

1. Surat Tugas 

2. Kertas Kerja Pemeriksaan 

3. Surat Pemberi tahuan 

4. Data Pendukung la innya 

Gorontalo, 

Pengelola/Penanggung Jawab 

1 
2 

Tim Pemeriksa : 



KOP DINAS 

L A P O R A N 

Kepada : Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo 

Mela lu i : Sekretaris Badan Keuangan Kota Gorontalo 

D a r i : T im Pemeriksa Pajak Daerah Kota Gorontalo 

Tanggal : 

Perihal : Laporan atas pelaksanaan pemeriksaan Pajak T a h u n 

I . DASAR 

a 

b 

c 

EL PELAKSANAAN 

Hari/tanggal : 

J a m : 

Tempat : 

I I I . Hasi l 

Berdasarkan has i l pemeriksaan terhadap waj ib pajak 

Demik ian laporan k a m i , selanjutnya mohon pe tun juk dan arahan. 

Yang Melaporkan 

T i m Pemeriksa Pajak Daerah 

1 

2 

3 



B E R I T A A C A R A 

Pada h a r i i n i tanggal t a h u n .. yang bertanda 

tangan d ibawah i n i : 

1. N ama : 

Nip 

2. Nama : 

Nip 

3. Nama : 

Nip : 

T i m Pemeriksa Pajak Daerah, sebagaimana Surat Tugas Kepala Baden 

Keuangan Kota Gorontedo Nomor : tanggal te leh 

me lakukan kegiatan pemeriksaan pajak daerah terhadap : 

Nama Usaha : 

A lamat : 

Berdasarkan has i l pelaksanaan Pemeriksaan Pajeik Daerah d isampaiken 

u ra i an sebagai b e r i k u t : 

1. Profil Perusahaan 

Nama WP/Penanggung Jawab : 

NPWPD : 

Jenis Usaha 

Nama Usaha : 

A lamat : 

No. Telpon : 

2. Data Perusahaan 

Omzet per bu l an : 

J u m l a h Tenaga Kerja : 

Rata-rata Gaji Tenaga Kerja/bulem : 

Rata-rata Pengunjung Per ha r i : 

Rata-rata Pajak yang d ibayarkan 

Pembayaran L i s t r ik : 

Pembayaran PDAM/Pajak A i r Tanah : 

Data IPajak yang d ibayarkan : t e r lampir 



3 . Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada tanggal ( d i i s i h a s i l 

p e m e r i k s a a n ) 

Demik ian Ber i ta Acara i n i d ibua t dengan sebenar-benarnya dan t idak 

ada tekanan dar i p ihak m a n a p u n . 

Pengelola/ 
Penanggung Jawab T i m Pemeriksa 

1. 

2 . 

3 . 

KEPALA BADAN KEUANGAN 

KOTA GORONTALO 



LAM PI RAN III 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 2f TAHUN 2016 

TENTANG 

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PEMERIKSAAN 

B E R I T A A C A R A PENUNDAAN P E M E R I K S A A N 

Pada hari i n i tanggal bulan tahun 
berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : tanggal .. 
kami Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang tersebut dibawah in i : 

WO N A M A WTP J A B A T A N K1P» 

1 

0 

* 
4 

«5 

Selaku Tim Pemeriksa Pajak Daerah pada telah melakukan pemeriksaan 
dengan : 

Nama : 

Pekerjaan 

Alamat : 

Dalam hal m i bertindak selaku : 

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa/Puihak yang mewakili dari Wajib Pajak : 

Nama Objek Pajak : 

NPWPD : 

Alamat : * 

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa/Piluik yang mewakili dari Wajib Pajak memohon untuk 
dilaksanakan penundaan pemeriksaan pajak dikarenakan dan. 
akan dilaksanakan pemeriksaan pada tanggal 

Demikian Berita Acara in i dibuat dengan sebnar-benarnya. 

Wakil Pajak/Wakif/Kuasa/ Tim Pemeriksa Pajak: 
Pihak Yang Mewakili 

L Nama Terang; NIP; ttd 
2. Nama Terang; NIP; ttd 
3. Nama Terang; NIP; ttd 

(Nama Terang) 4. Nama Terang; NIP; ttd 
5. Nama Terang; NIP; ttd 





LAMPIRAN IV 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2016 

TENTANG 

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

PERNYATAAN SURAT PENOLAKAN PEMERIKSAAN 

S U R A T PERNYATAAN P E N O L A K A N P E M E R I K S A A N 

Yang bertanda tangan dibawah in i 

Nama : 

Pekerjaan/ Jabatan : 

Alamat 

Dalam hal i n i bertindak ssclakt. : 

Wajib Pajals:/Wakil/Kuasa (coret salah satu) dari Wajib Pajak 

Nama Objek Pajak 

NPWPD : 

Alamat 

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh T im Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana 

Surat Tugas Nomor Tang gal dengan in i menyatakan M E N O L A K 

P E M E R I K S A A N dengan alasan 

Demikian Surat Pernyataan in i dibuat dan ditanda tangani dengan penuh kesadarctn 

dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk berfemggung jawab 

atas segala akibat h u k u m yang t imbul dari pernyataan in i . 

Yang Membuat Pernyataan, 

Materai 
Rp. 6000 



LAMPIRAN V 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2016 

TENTANG 

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU 
KELANCARAN PEMERIKSAAN 

S U R A T PERNYATAAN P E N O L A K A N M E M B A N T U 

K E L A N C A R A N P E M E R I K S A A N 

Yang bertarida tangan dibawah in i : 

Nama : 

Pekerjaan/Jabatan : 

Alamat 

Dalam hal i n i bertindak sselaku.: 

Wajib Pajak:/Wakil/Kuasa (coret salah satu) dari Wajib Pajak 

Nama Objek Pajak : 

NPWPD : 

Alamat : 

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagairmtna 

Surat Tugas Nomor Tanggal ... dengan in i menyatakan M E N O L A K 

M E M B A N T U K E L A N C A R A N P E M E R I K S A A N dengan alasan 

Demikian S urat Pernyataan in i dibuat dan di tanda tangani dengan penuh kesadaran 

dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertangjgung jawab atas 

segala akibat hukum yang t imbul dari pernyataan in i . 

Gorontalo, 

Yang Membuat Pernyataan, 

Materai 
Rp. 6000 



LAMPIRAN VI 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 26 TAHUN 2016 

TENTANG 

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN 

B E R I T A A C A R A P E N O L A K A N P E M E R I K S A A N 

Pada ha r i i n i tanggal bu l an t a h u n 
berdasarkan Surat Per intah Tugas Nomor : tanggal 

, yang tersebut d ibawah i n i : 

HO NAMA HIP JABATAN NIP 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
Selaku T i m Pemeriksa Pajak Daerah pada te lah me lakukan 
pemeriksaan terhadap : 
Nama Objek Pajak : 

NPWPD : 

A lamat : * 

sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak da lam ha l i n i d iwaki l i 

Nama 

Pekerjaan 

A lamat 

Wajib Pajak telah menolak Pemeriksaan, dengan demik ian terhadap Wajib 
Pajak tersebut dapat d i l akukan penetapan secara j aba tan . 
Demik ian Ber i ta Acara i n i d ibua t dengan sebnar-benarnya. 

Tim Pemeriksa Pajak: 

1. Nama Terang; NIP; t t d 
2. Nama Terang; NIP; t t d 
3. Nama Terang; NIP; t t d 
4. Nama Terang; NIP; t t d 
5. Nama Terang; NIP; t t d 

A. TAHA 


